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TENTANG 

U1-\NG JASA BADAN PENGAWAS HONORARIUM ANGGOTA S KR t TARI T 
BAOAN PENGAWAS, GAJI OIREKSI , SERTA PENGHASILAN PEG AW~.I 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMA 

r rnmbang 

t.~engingat 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bah ,.,a de gan adanya kenaikan b rb g i b r n d n le a 
ak,bat adanya kenaikan innasi dan untuk d p t I b1h 
rn ning1Katkan pelayanon kepado masyarakat, maka perlu 
d1lakukan penyesuaian uang j sa Badtu1 Pe:19 w , 
Honoranum Anggota Sekretariat adan Pengawa5, G 11 
Oireksi serta Penghasilan Pegawal Perus haan O· r !"l Air 
Minum Kabupa\en Banyumas; 

b. b hwa ehubungan dengan itu, dipandang perlu m ng tur 
kembali Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium anggota 
Sekretaria\ Badan Pengawas, Gaji direksi serta penghasilan 
Pega ,.,a, Perusahaan Daerah Air Minum Ka'oupaten 
Banyumas dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-U ndang Nomor 13 Tahun 1950 t:1ntang 
Pembentukan Oaernh-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Ja 11a Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 
Nomor 24, Serita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nornor \O , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 ); 

3. Undang-Un_dang Nomor 32 Tahun 004 t ntan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran N gara T.:: hur. 4 
Nomor 125, Tambahan Lembaran N gar Nam r 44 7 . 

b goimana \e\ah diubah dengnn Undong-unct r, N m r 
Tahun 2005 (Lombnrnn N Q'l rn T hun 00 Nwnor \0 
Tambahon Lombmnn N gnr, N . 4~48); 

4. Peraturan Pomerintah I publik lndon si, N mor Tat rnm 
2005 Tentang Porub~t1an k l½1juh ntm> P'=ra ura~ 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 T n,ang Peraturan Ga11 

Pegawai Negeri Sipil (Lombnran Negara Tahun 2005 Nomor 
151 ): 



Memperhatikan 

Menetapkan 

5. Peraluran Presiden Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Tun}angan Jabatan Struktural; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2006 Tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil; 

7 • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 1998 
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 
te~tang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Mmum; 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas 
Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 197 4 Nomor 
153 Seri C); 

lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1999 
tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan 
Perusahaan Daerah Air Minum. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN SUPATI TENTANG UANG JASA SADAN 
PENGAWAS, HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT 
SADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN 
PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KASUPATEN 
SANYUMAS 

Pasal 1 

( 1) Kepada Bad an Pengawas PDAM Ka bu paten Banyumas diberi'kan uang jasa setiap 

bulan 

(2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai beriku~ : .. 
a. uang jasa Penasehat l sebesar 24 % (dua puluh empat per seratus) dan gaJ1 

Oirektur Utama . .. 
b. uang jasa Penasehat 11 sebesar 22 % (dua puluh dua per seratus) dan ga11 

Direktur Utama . .. . 
c. Uang jasa Ketua sebesar 21 % (dua puluh satu per seratus) dan ga11 Direktur 

Utama ) d · .. o· ktur 
d. Uang jasa Sekretaris sebesar 19 % (sembilan belas per seratus an 9811 ire 

Utama . . ) d · ·· Direktur Utama 
e. Uang jasa anggota sebesar 17 % (tuJuh belas per seratus c;1n 9811 



Pasal 2 

Kepada anggota Sekretariat Bad 
honorarium sebesar 7 5 °/c (t . h k an pengawas Kabupaten Banyumas diberikan 
Utama. ' 0 

UJU oma hma per seratus) setiap bulan dari gaji Direktur 

Pasal3 

Gaji Direktur Utama adalah b . 
Kabupaten Banyumas. se esar 2 (dua) kah penghasilan tertinggi Pegawai PDAM 

Pasa14 

Gaji Direktur Administrasi dan K . 
(sembilan puluh per seratus) dar·, eu~n

0
g_ankdan Direktur Teknik adalah sebesar 90 % 

gaJ1 ire tur Utama. 

Pasal5 

(1) Penghasilan Pegawai PDAM terdiri dari : 
a. Gaji Pokok; 

b. Tunjangan Jabatan; 

c. Tunjangan Suami/lstri; 

d. Tunjangan anak; 

e. Tunjangan Pelaksana: 

f. Tunjangan Kegiatan Kerja; 

g. Tunjangan Kesehatan; 

h. Tunjangan Pangan; 

1. Tunjangan air; 

(2) Besarnya Penghasilan Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM, dan dengan 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang 
berlaku bagi PNS. 

Pasal6 

Besarnya penghasilan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak boleh 
melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan 

pada tahun anggaran berjalan. 
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Pasa\ 8 

\ n ini mulai ber\aku pada \angga\ diundangkan. d ngan n 
1 mudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembe\u\an sebagaimana m ,.. 1 '/ 

Aaar setiap orang dapat mengetahuinya memerin\ahkan pengundangan Pera ra , ' 
dengan penempatannya da\am Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 
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